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ABSTRAK

Putri Yanti (2019) :Analisis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru Oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor

1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena terjadi perbedaan

putusan dalam mengambil putusan terhadap perkara cerai talak. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau tentang cerai talak dan

mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan

pengadilan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat

pertama tentang cerai talak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka

(library research) yang bersifat studi kasus dari tahun 2017-2018 terdapat 3 kasus

pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat banding tetapi penulis hanya

membahas 1 putusan saja, data primer berupa putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru No.1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Riau No. 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr, data sekunder buku-buku yang berkaitan

dengan judul seperti Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang peradilan

agama. Teknik pengumpulan data dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik

analisa komperatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Alasan

Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai talak ini karena

Pengadilan Agama Pekanbaru menilai saksi yang diajukan pihak pemohon tidak

memenuhi sebagai syarat saksi formil dan materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi

Agama Riau membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru karena melihat

dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil gugatan yang disampaikan

oleh pemohon, dan melihat dari sisi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon

tidak harmonis Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini

berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan

pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah

menurut bahasa: al-jum’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.1 Perkawinan

secara istilah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu cara yang

dipilih oleh Allah SWT sebagai  jalan bagi mahluknya untuk berkembang

biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap

melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawin.

Perkawinan secara istilah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu:

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.2 Tujuan

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

1 Tihami Dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat,  (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,
2008),  H. 8

2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Akademika Pressindo,
2010),Cet. 4, H. 114
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                

             

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih

sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang terpikir.(QS Ar-Rum: 21)”3

Semua orang menginginkan perkawinannya dapat mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk

mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Perkawinan harus dijaga

sedemikian rupa agar tidak hancur ditengah jalan yang menyebabkan

terjadinya sebuah perceraian.

Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi

sebuah mahligai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan

perceraian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika kita lihat

fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak alasan yang

membuat suami istri mengambil jalan perceraian seperti misalnya karena

tidak saling kecocokan, perselingkuhan, KDRT, dan karena adanya orang

ketiga dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

3 Kemenag RI, Mushaf al-Qur’an, (jakarta CV Madinatu al-‘Ulum: 2012), H.406.
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Perceraian merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami istri

sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan

suami istri yang melakukan perceraian. Khusus untuk masyarakat yang

beragama Islam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

Untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bukanlah hal yang

mudah tapi ada beberapa proses yang harus dilalui.

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraiannya ke pengadilan

dan telah melalui tahap mediasi tapi gagal, maka dilanjutkan dengan

pemeriksaan duduk perkaranya. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

yang diajukan, maka pihak yang membantah dalil-dalil yang diajukan harus

membuktikannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUH

perdata yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.4

Pembuktian menurut Yahya Harahap yaitu kemampuan penggugat

dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan

membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan

atau di bantahkan dalam hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan

menurut Subekti pembuktian yaitu menyakinkan hakim tentang kebenaran

4 Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, (Jakarta :  Pt. Balai
Pustaka  (Persero)),  H.475.
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dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.5

Menurut undang-undang, ada lima macam alat pembuktian yang sah yaitu :

surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.6

Kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017

sampai 2018 ada 3 putusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Riau. Putusan nomor 0018/pdt.g/2017/pa.pbr yang di batalkan oleh

Pengadilan Agama Tinggi Riau dengan alasan bahwa saksi yang di

datangkan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

saksi karena tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pertengkaran

antara pemohon termohon dan saksi sama-sama menyatakan bahwa

pemohon dan termohon sudah pisah rumah oleh karena itu Pengadilan

Tinggi Agama Riau memberi izin ikrar talak. Putusan nomor

0674/pdt.g/2018/pa.pbr yang di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Riau dengan alasan bahwa ketiga saksi yang di datangkan oleh pemohon

sama-sama menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah

rumah dan sudah 2 tahun pisah rumahnya, dari sinilah hakim melihat bahwa

rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan.

Penulis dalam hal ini membahas salah satu putusan yang di batalkan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Riau putusan Nomor. 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

adapun yang berperkara yakni saudara Muhammad Wirhan Azhari Bin

Harun Badilla sebagai pemohon (suami), Desi Suryani Wahid Binti Abdul

5 Gatot Supranomo, Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, (Bandung : Alumni, 1993),
H.17

6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Pt. Intermasa, 1994), H.177-178.
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Wahid Ramli (istri). Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah

yang menikah di KUA Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Pada

Tanggal 09 Mei 1997, Akta Nikah Nomor : 44/17/V/1997.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran disampaikan oleh suami

bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis lagi sejak bulan

Oktober tahun 2016, yang intinya disebabkan oleh:

1. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.

2. Termohon saat itu melawan dan tidak mau mendengar saran dan

nasehat dari pemohon sehingga timbul konflik besar.

3. Termohon menjatuhkan harga diri pemohon di hadapan keluarga

pemohon (adik-adik pemohon)

4. Sikap termohon selalu kasar dan keras serta ingin menang sendiri

sehingga ketika diajak bicara/diskusi selalu terjadi pertengkaran.

5. Ketika konflik termohon pernah mengeluarkan kata-kata makian yang

sangat kasar serta memukul kepala pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh pemohon

sebagaimana di atas. Kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Agama Pekanbaru memberi putusan dengan amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i

terhadap termohon.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
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Atas permohonan pemohon itu, termohon mengakui dan

membenarkan sebagian keterangan pemohon dan membantah sebagian

lainnya. Termohon antara lain menyatakan : dalil gugatan pada poin 4

(empat) kalaupun dalam percecokan/ pertengkaran ada mengeluarkan

makian ataupun perbuatan memukul kepala, itu adalah merupakan tindakan

yang dilakukan tanpa disadari atau tidak sengaja.

Pemohon dan termohon di depan sidang pengadilan selain

mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang

memberikan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Pekanbaru memberi

putusan Nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk

seluruhnya.

3. Menolak memberi izin kepada pemohon Muhammad Wirhan Azhari

Bin Harun Adilla untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon

Desi Suryani Wahin Binti Abdul Wahid Ramli, di depan persidangan

di Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Pemohon merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru tersebut, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Agama Riau melalui suratnya tanggal 22 November 2017. Pengadilan

Tinggi Agama Riau menerima permohonan banding pembanding dan
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membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui putusan

Nomor :0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Menerima permohonan banding pembanding tersebut.

II. membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor :

1287/Pdt.g/2017/PA.Pbr tanggal 22 nopember 2017 masehi

bertepatkan dengan 5 rabiul awal 1439 hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

2. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Wirhan Azhari Bin

Harun Adilla) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon

(Desi Suryani Wahid Binti Abdul Wahid Ramli) didepan sidang

Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada

termohon sebagai akibat perceraian (talak) yang terdiri dari :

3.1 Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 15.000.000.00 (lima

belas juta rupiah)

3.2 Mut’ah sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta

rupiah)

3.3 Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya

perkara pada Tingkat Banding ini sejumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan
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dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam diktum

amar putusan di atas.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat

lebih jauh permasalahan tersebut yang akan di tuangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN

TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR

:1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr TENTANG CERAI TALAK

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terfokus kepada putusan

Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr terhadap

putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

0009/Pdt.g/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan

perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr serta perkara nomor :

0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak?

b. Bagaimana analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum

putusan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan

tingkat pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang

cerai talak?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan yang akan di teliti,

diantaranya yaitu:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis dalam putusan

perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr serta perkara nomor :

0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak.

b. Untuk mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan

hukum putusan tingkat banding perkara nomor :

0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr  yang membatalkan putusan tingkat

pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang cerai talak.

2. Manfaat penelitian

a. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya

yang berkaitan dengan saksi.

b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh

gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini

dapat dijadilan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik

yang sama.
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E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari

informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian

kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan

yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk

menjawab permasalahan tertentu.7

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library

reseach), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan

dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi

lainnya yang ada relevensinya dengan ruangan lingkup pembahasan.

Penelitian ini bersifat studi kasus, penelitian ini dari tahun 2017 sampai

2018 terdapat 3 kasus cerai talak yang di putusan oleh Pengadilan Agama

Pekanbaru yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak Dan Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2019/Pta.Pbr tentang

Cerai Talak.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang cerai talak..

3. Sumber Data

7 Amiruddin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada,
2006).H.19
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Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian

perpustakaan (liberary riseach) berdasarkan data sekunder,8 dan sumber

data dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer pada Penelitian Ini yaitu data yang diambil langsung

dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr tentang cerai talak dan putusan Pengadilan

Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr tentang cerai

talak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku

yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Kompilasi Hukum

Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan

Agama, buku-buku fiqih munakahat, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam mengumpulan data dalam penelitian ini,

maka metode pengumpulan data yang dipergunakan :

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya9.

8 J Suprianto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003),
Cet. 1,H. 2

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , (Jakarta : Pt. Roneka Cipta, 2014), H.274
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b. Studi kepustakaan, yaitu penulis mencari bahan-bahan bacaan yang

berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

5. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah :

a. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat

khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

b. metode Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang

dibahas berdasarkan data diperoleh kemudian dianalisa.

6. Analisa data

Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai

suatu data. Data yang diperoleh dari lapangan diolah terlebih dahulu,

diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat di sajikan secara sistematis

sesuai dengan aspek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif dan analisa data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode komperatif. Tujuan dari penelitian

komperatif adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang

dua hal atau lebih.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini meliputi tentang latar

belakang, batasan masaalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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Bab kedua yaitu membahas tentang gambaran peradilan agama secara

umum, kewenangan dan kekuasan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama, yurisprudensi.

Bab ketiga ini membahas tentang pengertian cerai talak, macam-

macam talak, pengertian putusan, susunan dan isi putusan, dan pengertian

pembuktian.

Bab keempat yaitu merupakan bab yang berisi pembahasan hasil

penelitian yaitu analisis pembatalan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor :

1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr tentang cerai talak)

Bab kelima yaitu Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.
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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA DAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

A. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga

yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang

bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan

suatu  perkara, itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan

oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan

unsur yang sangat penting dalam penyelanggaraan peradilan.

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum

agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan

Agama  dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem

peradilan nasional Indonesia, disamping peradilan Umum, peradilan Militer

dan peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang

sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara

orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada

dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.
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Lembaga tahkim yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan

berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Muslim di

kepulauan Nusantara ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah

(terutama)  melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang

merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama

islam.10

2. Kekuasaan pengadilan agama

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah.

Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang

dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang

mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam

penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis

lurus ada perbedaan pendapat

3. Dispensasi kawin

10Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam
Di Indonesia), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), H.278-279.
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4. Pencegahan perkawinan

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

6. Pembatalan perkawinan

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

8. Perceraian karena talak

9. Gugatan perceraian

10. Penyelesaian harta bersama

11. Penguasaan anak

12. Pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya

bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut.

18. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal

seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang

ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada

penunjukan wali oleh orang tuanya
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19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah

kekuasaannya

20. Penetapan asal-usul anak

21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku

yang dijalankan menurut peraturan yang lain.11

B. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di

lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki

tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi

Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di

daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan

daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi

Agama terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota,

panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama di

11Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya,
(Jakarta: Sinar Grafika , 1996), H. 6.
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seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak tanggal 3 maret 2003

Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah

Syar’iyah Provinsi Aceh.

1. Kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang peradilan agama yakni menyangkut perkara-perkara:

1. Perkawinan

2. Waris

3. Hibah

4. Wakaf

5. Zakat

6. Infaq

7. Shadaqah

8. Ekonomi syariah

Fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Tingkat Banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan

terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
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Agama di daerah hukumnya”. (pasal 49,51 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah

hukumnya, baik menyangkut teknik administrasi peradilan,

maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) undang-undang

nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)

3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris,

panitera, dan jurusita/ jurusita pengganti di daerah hukumnya serta

terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewarjanya. (pasal

53 ayat (1) dan (2) undang-undang 7 tahun 1989 dan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman)

4. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) undang-undang

nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)

5. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung
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pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan.

6. Fungsi lainnya seperti memberikan pelayanaan penyuluhan hukum,

pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (keputusan ketua

mahkamah agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).12

C. Yurisprudensi Nomor 543K/Pdt/1996

Dalil gugatan pada yurisprudensi Nomor 543K/Pdt/1996 adalah:

1. Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami isteri yang

menikah pada  tanggal 20 Mei 1983 dan telah dikaruniai empat

orang anak.

2. Sejak tahun 1980 timbul perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan penggugat diusir dari rumah orang tua tergugat.

3. Penggugat pulang kedesa dan setelah itu berusaha mengambil

tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi tergugat dan anak-anak

pulang kembali ke rumah orang tua tergugat.

4. Setelah itu timbul kembali perselisihan dan pertengkaran sehingga

pada tanggal 15 desember 1985 penggugat mengajukan cerai ke

Pengadilan Negeri.

5. Karena gugatan penggugat ditolak maka penggugat menghubungi

tergugat supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, tetapi

tergugat menolaknya.

12 Http://Pta-Pekanbaru.Go.Id, Di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.Pukul 11:29
WIB
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6. Setelah pisah meja dan ranjang sejak 1986 maka penggugat mohon

supaya diputus perkawinan penggugat dengan tergugat.

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri yaitu : berdasarkan bukti-

bukti surat maupun keterangan saksi, maka terbukti bahwa tergugat tidak

tinggal bersama penggugat sudah kurang lebih 10 tahun karena

meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Alasan

tergugat meninggalkan penggugat bukan merupakan suatu alasan yang

menurut hukum, sebagai isteri yang masih terikat dalam hubungan

perkawinan dengan penggugat apapun yang dideritanya dalam memecahkan

masalah yang dihadapi oleh keduanya, bukan pergi meninggalkan rumah

dan kembali kepada orang tua. Dengan demikian menurut hukum bahwa

tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-

turut tanpa alasan yang sah, sehingga alasan penggugat menuntut

perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah merupakan alasan yang dapat

diterima untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat karena

perceraian. Oleh karena itu Pengadil Negeri mengabulkan gugatan

penggugat dan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus

karena perceraian.

Karena tergugat tidak terima putusan Pengadilan Negeri  maka iya

melakukan banding. Pengadila Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Ambon tanggal 28 April 1992 Nomor : 29/Pdt.G/1992/PN.AB

dengan pertimbangankan bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari
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penggugat maupun tergugat yang diberikan dibawah sumpah tidak satu pun

yang menunjukan bukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana

diatur dalam pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

dengan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat harus dipandang belum

cukup terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima.

Perkara ini sampai pada tahap kasasi, Mahkamah Agung membatalkan

putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 agustus 1994 Nomor :

74/Pdt/1994/PT.Mal adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung

yaitu menilai bahwa penerapan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi tidak

manusiawi karena rumah tangga yang sudah pisah sejak tahun 1986 hingga

sekarang meskipun gugatan penggugat tidak dapat diterima tidak mungkin

dipersatukan kembali. Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah

perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua

pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak

mungkin dapat dipersatukan perkawinan supaya tetap utuh, apabila

perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan

perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu

tetap pecah.
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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali dan membebaskan.

Menurut syara’, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahzib, talak adalah tindakan orang

terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian

memutuskannya.12

Makna talak adalah memutuskan tali pernikahan yang mengikat antara

suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, talak masih merupakan

salah satu bagian dalam syariat Islam. Pada dasar hukumnya talak berasal

dari Al-Qur’an, hadis Nabi, dan juga ijma’ para ulama.13

Dalam ijma’ ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut

menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana

disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Hukum talak

secara umum ayat yang diatas menyatakan bahwa talak itu diperbolehkan,

namun ulama fiqih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari

kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.14

12Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat,
(Jakarta: Amzah, 2011), H. 255

13 Ibnu Qudamah, Al Mughni, Penerjemah M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2013), H. 223

14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
Cet. Ke-7, Jil.6 H. 1783
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Talak hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadinya

percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai

(hakam) dari kedua belah pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung

berakhir. Dalam keadaan seperti ini hukumnya wajib talak bertujuan untuk

menjalin hubungan yang harmonis dan kasih saying serta menciptakan

ketentraman antara kedua belah pihak.

Talak hukumnya sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-

hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik

sebagai hamba Allah SWT seperti sholat dan puasa maupun sebagai istri

seperti tidak mau melayani suami.

Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya

akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya.

Dengan menjatukhan talak tersebut, berarti suami telah memberikan

peluang bagi istri untuk melakukan perzinaan. Termasuk kedalam talak

yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid,

nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah

dicampuri lebih dahulu.

Talak dihukum makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan

sama sekali. Talak dihukum mubah (boleh) apabila talak dijatuhkan alasan

tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik, pelayanan

terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan

meskipun pertengkaran dapat dihindari.
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Didalam pengadilan jika yang penggugatnya seorang suami biasanya di

sebut dengan cerai talak, cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai

akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang

pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam,

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 bahwa Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan munurut

agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada

Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.15

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya

selanjutnya diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai

berikut:

1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan

mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu,

Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk

dimintai penjelasan.

2) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut

dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian

Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan

tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

15 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 37
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maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk

menyaksikan perceraian itu.

3) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang

terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirimkan

kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan

pencatatan perceraian.

4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu

dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. Macam-macam talak

Disegi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai

ucapan talak:

1. Talak sharih ialah Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas,

Talak yang terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan

putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan

ungkapan, tulisan yang ditunjukkan kepada istri, isyarat dari

seorang suami bisu, maupun dengan utusan.

2. Talak kinayah ialah Ungkapan talak dengan sindiran, Talak

sindiran ialah Talak yang memerlukan adanya niat pada suami.

Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian

talak. Talak dengan isyarat. Talak dengan tulisan. Talak bebas

dan bergantung. Shighat talak pada masa yang akan datang.

Di tinjau dari segi isyarat bagi orang bisu dan bagi orang yang dapat

bicara:
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1. Talak dengan Isyarat bagi orang bisu dapat memakai isyarat,

orang bisu dapat menempati lafal dalam menjatuhkan talak,

2. Talak dengan isyarat bagi yang dapat berbicara disini

dikatagorikan talak sindiran karena secara global memberi

pemahaman talak.

Ditinjau dari segi waktu di jatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi

menjadi tiga macam yaitu:

1. Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu

apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi

dengan talak satu pada saat suci, sebelum di setubuhi.16

2. Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau

bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-

syarat talak sunni. yang termasuk dalam talak bid’i ialah: talak

yang tidak dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di

permulaan haid maupun di pertengahannya, talak yang dijatuhkan

terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli dalam

keadaan suci.17

3. Talak sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kedalam

talak sunni dan tidak pula masuk talak bid’i, yaitu: talak yang

dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, talak yang

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang

16 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
H. 446

17 Abd. Rahmad Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. Ke- 2, H.194
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telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang

hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami

merujuk kembali bekas istri, maka talak terbagi dalam dua macam:

1. Talak raj’i adalah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada

istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari

segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum

didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului

oleh adanya talak satu. Dalam hal ini suami masih mempuyai hak

untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan

darinya.

2. Talak ba’in ini seorang suami masih mempunyai hak menikah

kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang

suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu

jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui

penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya,

jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini

tidak ada perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas

maupun sindiran.

3. Talak Ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan

suami istri. Talak Ba’in terbagi menjadi dua bagian:18 Talak Ba’in

Shugro, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas

18 Azni, Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Treadisionalis Dan
Kontemporer, (Pekanbaru: Suska Press 2015), H. 155
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suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada

istri bekas istrinya itu. Talak Ba’in Shugro, ialah talak yang

dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubro

adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah

seperti ila, zihar, dan li’an.

3. Kesaksian dalam talak

Alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian merunut hukum

Islam sebagai berikut :

1. Ikrar (pengakuan) yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau

tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu.

2. Syahadah (saksi) yaitu orang yang memberikan keterangan di

muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang

sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami

sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

3. Yamin (sumpah) yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang

memberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau

keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar

akan dihukm olehnya.

4. Riddah (murtad) yaitu pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar

dari agama islam (murtad) tata cara pernyataan riddah ini hampir
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sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya lebih

bersifat formal dihadapan pemuka agama Islam.

5. Maktubah (bukti tulisan) yaitu bukti-bukti tertulis dimaksud di

sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

6. Tabbayyun (pemeriksaan koneksitas) yaitu upaya peroleh

kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksa majelis pengadilan yang

lain dari pada majelis pengadilan yang memeriksa.19

Jumhur fuqaha’ baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa

menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena itu sebagian dari hak suami

maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada

dalil dari Nabi  SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi.

Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah

tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam

Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

                   

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-
Ahzab ayat 49)

19 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2008), Cet. 3, H. 143-148
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Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa

dipersaksian dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga

suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan

dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi.

Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat

yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak.

Adapun pendapat para ulama yang berkaitan dengan saksi talak adalah:

1. Jumhur fuqaha baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa

menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu bagian dari

hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan

haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang

menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah

menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada

orang lain.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnahnya yang menjelaskan

bahwa islam memberikan hak talak semata-mata kepada suami,

karena islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan

yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

3. Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman

Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang

menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni

merujukinya. Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang

menghadap Rasulullah SAW ia berkata: ya Rasulullah, tuan saya
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mengawinkan saya dengan seorang perempuan, kemudian tuan

saya akan menceraikan saya dengan perempuan itu, “hai orang-

orang, bagaimana kamu ini, mengawinkan budak laki-laki dengan

budak perempuannya kemudian akan menceraikanya. Talak adalah

milik orang yang memegang kendali (suami)”. (HR. Ibnu Majah)

4. Ja’far Subhani dengan mengutip pendapat Al-Qurtubi menyatakan

firman Allah SWT: dan saksikanlah memerintahkan kepada kita

untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak. Kemudian

persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.

5. Abu Daud dalam sunanya meriwayatkan dari Imran Bin Husnain,

ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan baik

pada talak dan rujuknya, ia berkata “engkau talak tanpa mengikuti

sunnah dan engkau rujuk tanpa mengikuti sunnah. Persaksikanlah

dan rujuk dan jangan diulang.

6. Abdurrazzaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya

kepada imran bin husain tentang seorang laki-laki yang menolak

isteri dan tidak dipersaksikan. Ia berkata “seburuk-buruk orang itu

berbuat, ia mencari isteri bit’ah dan merujuknya tidak mengikuti

sunnah dan hendaklah engkau persaksikan talak dan merujuknya

dan mohon pengampunan kepada Allah.

7. Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu

Juraij, bahwa atha’ berkaitan dengan firman Allah “dan

persaksikanlah kepada dua orang adil” berkata: “tidak boleh dalam
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nikah, talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai

firman Allah tersebut kecuali udzur.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat At-

Thalaq ayat 2 ini. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian

disini adalah rujuk. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.

Menurut imam as-syafi’i hukumnya adalah wajib berbeda dengan sebagian

pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat. Mereka

berdalil dengan firman Allah “dan persaksikanlah apabila kamu berjual

beli”. Bentuk perintah disini menunjukkan makna wajib, selama tidak ada

qarinah (tanda) yang menunjukkan  kepada makna sunnah. Kelompok ini

berdampak bahwa talak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang

saksi yang adil yang berkumpul disaat penjatuhan talak.20

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses pengajukan gugatan

penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian

dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat selesai

dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin

dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara

tersebut. Putusan adalah barang yang sudah di putuskan, sedangkan

keputusan adalah kesudahan, penghabisan tidak berkeputusan, tidak

berkesudahan, sesuatu yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh majelis, dan

20 Syukran Dan Andi Putra, Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para
Fuqaha, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No.2 Desember 2017, H. 103-107
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tinggal menantikan tindakanya sesuai dengan pendapat dari keterangan itu

dapat diambil bahwa dia memberi kesempatan kepada pegawainya untuk

melalukan perbuatan pidana .

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau

dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan

sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan

tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian

hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar

menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai

aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan peradilan

harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan

peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis

dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.21

Putusan disebut vonnis (belanda) atau al-qad’u (arab), yaitu produk

Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam

perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Putusan peradilan perdata

(peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari

pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat

21 Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta,

2009), Cet.2, H.124
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sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum.22 Putusan adalah

keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.

Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.23

Putusan hakim adalah suatu pernyatan yang oleh hakim sebagai pejabat

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa

antara para pihak. Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim

yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk

menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.24

2. Susunan Dan Isi Putusan

bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman

pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama

adalah sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian

atas keputusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

22 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2007), H.203

23 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka

Pelajar,2004), H. 167

24 Moh Taufik Makarao, Op.Cit., H.124-125
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Yang Maha Esa” (Pasal 2 (1) UU No. 48/2009). Kepala putusan ini

memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila putusan ini tidak

dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat

melaksanakan putusan tersebut.

Di lingkungan peradilan agama: tiap penetapan dan putusan dimulai

dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim Diikuti Dengan Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) A UU

No. 7/89 Tentang Peradilan Agama).

b. Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara

Sesudah kepala putusan , maka dicantumkan pada baris selanjutnya

nama Pengadilan Agama yang memutuskan yang sekaligus disertai

menyebutkan jenis perkara, misalnya “ Pengadilan Agama Pekanbaru,

yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat peratama, perkara

gugatan cerai.”

Penyembutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup

menyebutkan saja induk perkaranya. Misalnya perkara gugatan cerai

yang disertai nafkah isteri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama,

dapat disebut saja “perkara gugatan cerai.”

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu

identitas tergugat. Pemisah keduanya itu ialah dengan tulisan dalam

barisan tersendiri yang berbunyi “berlawan dengan.”
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Identitas pihak ini melipti nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti

ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur,

agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau

tergugat. Jika kumulasi penggugat atau kumulasi tergugat, sebutan

sebagai penggugat atau tergugat ke berapa, misalnya penggugat I,

penggugat 2, tergugat I atau tergugat 2 dan sebagainya. Jika memakai

kuasa, sebutkan identitas pemegang kuasa itu, berikut nomor dan tanggal

surat kuasanya.

Kalau dalam proses conventie dan reconvie atau intervensi atau

vrijwaring, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang

dulu penggugat contenvie, kini sebagai tergugat dalam reconventie.”

d. Duduk perkaranya (bagian posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat,

keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang lengkapnya tetapi

singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti

lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Pengadilan di bagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat

bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum

serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Sekalipun perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring

misalnya, tentang duduk perkaranya tidak perlu dipisah-pisahkan

tersendiri, jadi tidak perlu “duduk perkaranya dalam renconventie” dan

“duduk perkaranya dalam reconventie”dibuat sendiri-sendiri. Begitu pula
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dalam intervensi atau vrijwiring. Tegasnya, gabung saja dalam satu

duduk perkaranya yang mencakup keseluruhan, yang memuat hal-hal

yang disebut diatas tadi.25

e. Pertimbangan hukum dan dasar hukum

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua

bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan

tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/ 23 UU No.14/1970

menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata

harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan

dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara,

biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada

waktu putusan Pengadilan diucapkan.

Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan

jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek

dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai

nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk

perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya,

alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu

persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak.

Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan

25 Roihan A Rasyid, Op.Cit., H.205-206
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sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara

karena kalah.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan

perundang-undangan negara dah hukum syara’. Peraturan perundang-

undangan megara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-

undang didahulukan dari peraturan pemerintah, didahulukan dari undang-

undang nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undangan

tersebut tentang apa, tahun dan nomor lembaran negara.

Dasar hukum syara’ usahakan mencarinya dari Al-Qur’an, hadist,

Qaul Fuqoha’, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum.

Mengutip alquran harus menyebut nomor surat, nama surat, monor ayat.

Mengutip sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan

pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama

kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun diterbitkan, tahun terbit,

jilid dan halamanya.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai

kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah

yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini

tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak

untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan

menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
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2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak

semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-

pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

independensi Hakim yang bersangkutan.

3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen

hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang

harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya,

sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.

Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun

cukup menentukan kualitas putusan.

Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan

dengan amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan hukum itulah

yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak

memuat pertimbangan hukum cukup menjadi alasan untuk diajukan upaya

hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi

putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.26

f. Diktum atau amar putusan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan

salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut

supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab

26 Https://Trimenhukumbloganda.Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-Oleh-

Hakim-Dalam.Html. Diakses Tanggal 7 Agustus 2019
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pemintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan

tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan

suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang

disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang

paling penting dalam amar atau diktum ini iyalah tentang pokok perkara,

yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa

yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara rinci isi putusan telah

tertuang dalam pasal 109, yaitu:

1. Putusan Pengadilan harus memuat:

a. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat

kedudukan para pihak yang bersengketa.

c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal

yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

e. Alasan hukumyang menjadi dasar putusan.

f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.

g. Hari, tanggal putusan, nama hakim dan memutus, nama panitera,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
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3. Pembuktian

Yang dimaksud dengan “pembuktikan” adalah menyakinkan hakim

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang

dalam suatu persengketaan.27 Menurut Subekti pembuktian adalah suatu

daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang

kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara, yang

sedang disengketakan dimuka pengadilan atau yang diperkara ole hakim.

Sedangkan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah kemampuan

penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk

mendukung atau membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa

yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.28

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR dan RBG

ketentuannya dapat kita temukan pada pasal 164 HIR dan 184 RBG (pasal

1866 KUH perdata) yaitu:

 Bukti surat

Alat bukti surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca

dan yang menyatakan suatu buah pikiran.29

 Bukti saksi

27 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007), H.144

28 Abdul Manan, Op.Cit, H.227

29 Gatot Supramono, Op.Cit, H.24
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Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti yang

bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang

dikemukan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim30.

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa

(kejadian) orang yang di minta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat,

menyaksikan atau mengetahuinya agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa suatu peristiwai itu

sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan

untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan)

yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui peristiwa orang

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan atau

Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, di lihatnya atau

dialami sendiri. Ulama fikih menyebutkan kesaksian yang diberikan

seseorang dengan al-isbat (pembuktian) yaitu mengemukakan keterangan

dan memberikan dalil yang dapat menyaksikan. Jumhur (mayoritas) fuqoha

(ahli fiqih) menyebutkan al-bayyinah yang di artikan dengan syahadat atau

persaksian, yaitu suatu ungkapan tentang berita yang di benar di depan

sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan

sesuatu atas diri orang lain.31

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula,

karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di

31 Baiquni, Syawaqi, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), H.398
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persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami

peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berperkara. Sedangkan menurut

Sudikno Metrokusumo kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada

hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

pemberitahuan seecara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu

pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang

sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan

tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri

dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan

keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan

dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan, demikian dapat

disimpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUH perdata

berbunyi;

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan

saksi.

2. Perasaan atau sangkaan yang istimewa, yang terjadi karena kata akal,

tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian itu, jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja

memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa

memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus pula

memberikan alasan-alasan tentang keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan

ia alami sendiri. Juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan lisan
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dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh tertulis atau diwakilkan

orang lain.32 Agar bukti memenuhi kekuatan pembuktian, agar saksi

haruslah memenuhi syara-syarat saksi:

1. Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatanya.

2. Saksi tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap hukum,

misalnya saksi belum dewasa atau saksi masih di bawah pengampuan.

3. Saksi tidak dapat diterima sebagai saksi bilamana mempunyai

hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan, dengan yang

berperkara.

4. Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui

secara langsung suatu peristiwa dengan demikian  saksi tidak boleh

mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat

dari orang lain. Saksi adalah orang yang mengalami atau menyaksikan

sendiri suatu peristiwa.

5. Saksi haruslah lebih dari satu orang. Satu orang saksi bukanlah saksi

artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka

saksi yang diajukan harus lebih dari satu.33

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat di dengar

sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil.

Syarat formal alat bukti saksi:

32 Teguh Samudera, Op.Cit, H.58-59

33 Di Akses Tanggal 11 September 2019 Http://Www.Gresnews.Com/Berita/Tips/71934-
Syarat-Syarat-Saksi/
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1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.

2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, meyatakan

kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.

4. Mengakat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materil alat bukti saksi:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,

didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.

2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan

yang jelas.

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu

dengan yang lain alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam

pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.

Dalam pasal 169 HIR pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH perdata

dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya

tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi

(unus testis nullus testis). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti

lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti

saksi.34

Ada empat kategori orang yang dilarang menjadi saksi berdasarkan

pasal 145 HIR dan 172 R.Bg yaitu:

34 Abdul Manan, Op.Cit, H.250-251
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1. Keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus

dari pihak yang berperkara.

2. Suami atau istri dari salah satu pihak sekalipun sudah berceai.

3. Anak-anak dibawah umur. Anak yang belum mencapai umur 15 tahun

(pasal 145) ayat 1 dan HIR pasal 1912 (1) KUH perdata selanjutnya

menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar

keterangannya dengan tidak di bawah sumpah.

4. Dan orang gila sampai ia dikatakan sembuh.

Berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR dan pasal 174 ayat (1) R.Bg orang

berhak mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

1. Saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara.

2. Keluarga istri atau suami dari kedua pihak yang berperkara.

3. Orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia

jabatan.35

 Sangkaan

Sangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang

atau oleh hakin ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu

peristiwa yang tidak terkenal. Menurut Prof. A. Pitlo hakim memberikan

pendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari

fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti HIR hanya

memberi petunjuk bagi hakim tentang cara menggunakan persangkaan,

yaitu dalam pasal 173 HIR dinyatakan bahwa jiwa sangka itu penting,

35 Abdul Manan, Op.Cit, H.250
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saksama tertentu dan ada kesesuaian satu sama lainya, maka persangkaan itu

dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan

perkara.36

 Pengakuan

Sebagaimana diketahui dalam pasal 163 HIR bahwa pengakuan adalah

salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun ada yang

berpendapat bahwa pengakuan bukan sebagai alat bukti, karena pengakuan

berasal dari pihak lawan, dimana tergugat membenarkan dalil gugatan,

sehingga pihak tergugat tidak perlu lagi membuktikannya.

Dalam pasal 176 HIR menunjukan bahwa pengakuan yang diberi

tergugat terdapat tiga macam, yaitu:

1) Pengakuan sesungguhnya

2) Pengakuan sesungguhnya adalah tergugat dalam jawabnya mengakui

secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat. Jadi

pengakuan tergugat betul-betul membenarkan dalil gugatan.

3) Pengakuan dengan kwalifikasi

Pengakuan dengan kwalifikasi adalah tergugat tidak mengakui dengan

sepenuhnya, akan tetapi di dalam jawabannya ada sebagian yang

membantah dalil penggugat.

4) Pengakuan dengan klausula

36 Teguh Samudera, Op.Cit, H.74
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Pengakuan dengan klausula adalah apa yang di dalilkan penggugat

diakui tergugat dengan sesungguhnya tetapi disertai keterangan

tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat.37

 sumpah

sumpah adalah keterangan yang diberikan seorang dengan mengatas

namakan tuhannya. Keterangan yang diberikan di bawah sumpah di

pandang sebagai keterangan yang selalu benar. Orang yang mengakat

sumpah adalah pihak yang berperkara yaitu penggugat atau tergugat.38

37 Gatot Supramono, Op.Cit, H.39-42

38 Ibid, H.44
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai

talak ini karena Pengadilan Agama Pekanbaru hanya menilai saksi yang

diajukan pihak pemohon tidak memenuhi sebagai syarat saksi formil dan

materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima perkara

cerai talak ini dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

adalah ia melihat dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil

gugatan atau alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan melihat

dari sisi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada

tergambar keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini berdasarkan

pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan

pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, berdasarkan peraturan inilah

Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima permohonan pembanding

untuk mengucapkan ikrar talak,. Undang-undang ini menjelaskan bahwa

perkawinan antara pembanding dan terbanding tidak bisa lagi
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diperkatahnkan, karena sudah rapuh dan pembanding tidak ingin

berdamai, ia hanya ingin berpisah.

B. Saran

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis mencoba

memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembanagn

ilmu hukum dan bagi pelaksanaa hukum dalam masyarakat. Adapun saran-saran

tersebut adalah:

1. Saran bagi masyarakat diharapkan terus menggali informasi dan

pengetahuan mengenai masalah-masalah terkait dengan perkawinan,

khususnya tentang perkara cerai talak, agar pengetahui dan mengerti

tindakan yang harusnya dilakukan apabila mengalami atau mengetahui

orang terdekat mengalami masalah-masalah tersebut, maka pihak

perperkara dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama

(Pengadilan Agama bagi yang beragama islam) untuk perkara bisa

diselesaikan.

2. Saran bagi lembaga sudah seharusnya lembaga pengadilan harus lebih

meningkatkan kualitas peradilan yang sudah ada, khususnya kualitas dari

penegak hukumnya, agar dalam mempertimbangkan perkara harus

diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kekeliruan dalam

mengambil keputusan.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas Hasan, Sejarah Berdirinya Pengadilan Se-Wilayah Riau, (Pekanbaru: Lp,
1995)

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Akademika
Pressindo, 2010)

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar,2004)

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih
Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011)

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2006)

Abd. Rahmad Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006)

Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan
Bidangnya, (Jakarta: Sinar Grafika , 1996)

Amiruddin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Pt. Grafindo
Persada, 2006)

Artikel Diakses Pada 23 Februari 2019 Dari Http://Www.Pa-
Pekanbaru.Go.Id/Tentang-Pengadian/Visi-Misi-Pengadilan

Azni, Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Treadisionalis Dan
Kontemporer, (Pekanbaru: Suska Press 2015)

Baiquni, Syawaqi, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996)

Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015

Diakses  Tanggal 23 Agustus 2019 Http://Ayo-Nambah-
Ilmu.Blogspot.Com/2016/06/Metode-Penelitian-Komparatif-Tujuan-
Dan.Html

Gatot Supranomo, Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, (Bandung : Alumni,
1993)

Https://Trimenhukumbloganda.Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-
Oleh-Hakim-Dalam.Html. Diakses Tanggal 7 Agustus 2019



Http://Pta-Pekanbaru.Go.Id, Di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.Pukul 11:29
WIB

Ibnu Qudamah, Al Mughni, Penerjemah M. Syarafuddin Khathab (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2013)

Juhaya S. Praja, Hukum  Islam Di Indonesia, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya,
1994)

Kemenag RI, Mushaf al-Qur’an (jakarta CV Madinatu al-‘ulum 2012)

Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2009)

Muh Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor
146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks), Skripsi, (Makasar:Fakultas Syariah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

Muh Jamal Jamil, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam,  Jurnal Al-Qada,
(Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2017)

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Islam Di Indonesia), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014)

Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2007)

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr

Saifullah, Buku Panduan Metodelogi Penelitia, (Hand Out, Fakutas Syariah,
2006)

Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, (Jakarta :  Pt.
Balai Pustaka  (Persero))

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Pt. Intermasa, 1994)

Sudarsono, Hukum  Perkawinan Nasional, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , (Jakarta : Pt. Roneka Cipta, 2014)

Sy Effendi Siregar, Dkk, Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, (Pekanbaru: Tim
Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007)

































































RIWAYAT HIDUP PENULIS

Putri Yanti, lahir di Sungai Majo Kec. Kubu

Babussalam. Rokan Hilir Prov. Riau pada tanggal 04 Juli

1997, merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara,

dilahirkan dari pasangan Bapak Ibrohim dan Ibu Butet

(alm). Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 022

Parit Haji Salim pada tahun 2009, lalu melanjutkan ke SMP

Babussalam hingga tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis

tamat dari SMA Babussalam dan pada tahun yang sama

penulis diterima sebagai mahasiswa  jurusan Hukum Keluarga Program S1 di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Selama menjalani proses perkuliahan penulis tinggal di Ma’had

Babussalam atau Asrama Putri Hj. Faridah. Pada awal perkuliahan semester VI

dan langsung mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama

Kec Kubu Babussalam selama dua bulan. Dan penulis mengikuti Kuliah Kerja

Nyata (KKN) di kampung baru timur kec cerenti, Kuantan singingi. Kemudian

Penulis juga aktif pada salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu ATC Al-

Fatih,dan  Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga.

Akhirnya, untuk memenuhi tanggungjawab terakhir sebagai mahasiswa

program S1, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH

PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR

1287/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG CERAI TALAK”, yang di

Munaqasyahkan pada tanggal 25 Oktober 2019, alhamdulilah lulus dengan

predikat sangat memuaskan, sehingga penulis resmi bergelas Sarjana Hukum

(SH).


	GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf (p.1-62)
	01. COVER SKRIPSI.pdf (p.1)
	02. PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf (p.2)
	03. PENGESAHAN PERBAIKAN.pdf (p.3)
	04. ABSTRAK.pdf (p.4)
	05. KATA PENGANTAR.pdf (p.5-7)
	06. Daftar isi.pdf (p.8-9)
	07.BAB I.pdf (p.10-22)
	08. BAB II.pdf (p.23-31)
	09. BAB III.pdf (p.32-58)
	11. BAB V.pdf (p.82-83)
	12. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.84-86)

	PUTUSAN PA.pdf (p.63-78)
	img448.pdf (p.1)
	img449.pdf (p.2)
	img454.pdf (p.3)
	img455.pdf (p.4)
	img456.pdf (p.5)
	img457.pdf (p.6)
	img459.pdf (p.7)
	img460.pdf (p.8)
	img461.pdf (p.9)
	img462.pdf (p.10)
	img463.pdf (p.11)
	img465.pdf (p.12)
	img466.pdf (p.13)
	img467.pdf (p.14)
	img468.pdf (p.15)
	img469.pdf (p.16)

	PUTUSAN PTA.pdf (p.79-89)
	img20191114_16150461.pdf (p.1)
	img20191114_16154403.pdf (p.2)
	img20191114_16160733.pdf (p.3)
	img20191114_16164357.pdf (p.4)
	img20191114_16185579.pdf (p.5)
	img20191114_16195204.pdf (p.6)
	img20191114_16201380.pdf (p.7)
	img20191114_16212547.pdf (p.9)
	img20191114_16215598.pdf (p.10)
	img20191114_16221656.pdf (p.11)
	img20191114_16223733.pdf (p.12)

	PENGESAHAN.pdf (p.90-94)
	13. PENGESAHAN PERBAIKAN BUK ERNI.pdf (p.87)
	14. RISET KAMPUS.pdf (p.88)
	15. RISET GUBERI.pdf (p.89)
	16. BALASAN RISET.pdf (p.90)
	17. RIWAYAT HIDUP.pdf (p.91)


